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AEis Terseret Kasus di K

MKD tunggu perkembangan kasus yang
menyeret nama Azis di KPK.

W RIZKIYAN ADIYUDHA,
ALI MANSUR

JAKARTA—Nama Wakil Ketua
DPR Azis Syamsuddin ikut terseret
dalam kasus dugaan pemerasan ok-
num penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pat-
tuju kepada Wali Kota Tanjungbalai
M Syahrial. KPK telah menetapkan
Stapanus Robin sebagai tersangka du-
gaan kasus suap bersama Syahrial dan
seorang pengacara Maskur Husain.

KPK juga bakal mendalami perte-
muan antara Stepanus Robin dengan
Syahrial di rumah dinas Wakil Ketua
DPR Azis Syamsuddin. "Kami akan
dalami bagaimana keterkaitan antara
saudara AZ (Azis Syamsuddin), SRP,
dan MS yang telah melakukan perte-
muan. Tentu kami tidak bisa men-
jawab, karena kami belum mendapat-
kan informasi keterangan dari sau-
dara AZ, ini perlu kami dalami,” kata
Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa
pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis
(22/4) malam.

Firli menegaskan, sudah menca-
tat temuan ini dan akan mengungkap
perbuatan setiap orang yang ada
dalam pertemuan itu, KPK menyebut
Azis Syamsuddin yang memperke-
nalkan Stepanus dengan Syahrial.
Pertemuan dilakukan pada Oktober
2020. Dalam pertemuan tersebut,
kata dia, politikus Partai Golkar itu
memperkenalkan Stepanus dengan
Syahrial, karena diduga Syahrial me-
miliki permasalahan terkait penye-
lidikan dugaan korupsi di Pemerintah
Kota Tanjungbalai yang sedang dila-
kukan KPK.

"Agar tidak naik ke tahap penyi-
dikan dan meminta agar SRP dapat
membantu supaya nanti permasalah-
an penyelidikan tersebut tidak ditin-
daklanjuti oleh KPK," ujar Firli. Ste-
panus diduga telah menerima uang
Rp 1,3 miliar dari nilai Rp 1,5 miliar
yang disepakati untuk tidak menin-
daklanjuti kasus dugaan korupsi di
Pemerintah Kota Tanjungbalai, Su-
matra Utara.

Stepanus dan Maskur disangka-
kan melanggar Pasal 12 huruf a atau
huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B
Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Syah-
rial disangkakan melanggar Pasal 5
ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Un-
dang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Atas perbuatan penyidik KPK
yang berasal dari Polri, Karopenmas
Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi
Hartono menegaskan bakal menarik
anggotanya tersebut setelah KPK
memproses kasus yang bersangkutan.
"Ketika sudah dianggap tidak layak
di KPK segala macamnya, karena
melakukan pelanggaran akan dikem-
balikan ke Polri," ujar Rusdi di Mabes
Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/4).
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Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4). KPK menetapkan penyidik KPk
Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain sebagai tersangke
dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara Wal

Kota Tanjungbalai Tahun-2020-2021.

Meskipun sudah dilakukan proses
hukum terhadap Stepanus oleh KPK,
Polri tetap akan memproses pelang-
garan hukum terhadap yang ber-
sangkutan. Polri memastikan tidak
akan mengintervensi proses hukum
yang sedang berjalan. "Kalau terbukti
pemerasan, sudah pidana itu. Nanti
Polri tentunya akan memproses ter-
hadap anggota tersebut,” katanya.

Pelanggaran etik

Terpisah, desakan ‘agar Azis
Syamsuddin diperiksa Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) disuara-
kan. Peneliti Forum Masyarakat Pe-
duli Parlemen Indonesia (Formappi),
I Made Leo Wiratma, mendesak
MKD DPR segera bertindak. "MKD
harus bergerak cepat agar duduk per-
karanya segera menjadi jelas, apakah
terjadi pelanggaran etis. Meskipun
sangat sulit mengharapkan MKD
akan menindaklanjutinya,” kata Leo
kepada Republika, Jumat (23/4).

Menurut Leo, dugaan keterli-
batan Azis dalam kasus tersebut perlu
dikonfirmasi. Jika benar maka tin-
dakan Azis tersebut bukan saja tidak
etis, tetapi juga melanggar hukum.

"Tidak peduli dia itu pimpinan DPR
semua pelaku pidana harus memper-
tanggungjawabkan perbuatannya,'
ujarnya.

Nama Azis juga pernah disebut
dalam kasus penghapusan red notice
Djoko Tjandra oleh Irjen Napoleon
Bonaparte. Azis disebut sempat dihu-
bungi Tommy Sumardi untuk mem-
bantu mengecek status red notice
Djoko Tjandra.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD
Habiburokhman mengaku pihaknya
masih menunggu perkembangan ka-
sus di KPK yang menyeret nama salah
satu wakil ketua DPR. MKD belum
akan memanggil Azis terkait kasus
ini. Politikus Partai Gerindra itu me-
ngatakan MKD menghormati azas
praduga tak bersalah. "Kami nggak
mau berandai-andai dan berasumsi,
kita tunggu saja hasil kerja KPK. Kita
percayakan agar KPK bisa kerja pro-
fesional sesuai dengan hukum yang
berlaku," ujarnya.

Hingga Jumat (23/4) pukul 21.00
WIB, Azis belum memberi tanggapan
terkait kasus yang menyebutkan na-
manya di KPK.
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